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GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PENINGKATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019, PENERAPAN DISIPLIN
DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI ACEH

DENGAN RAH MAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang : a.

Mengingat

3.

4.

5.

GUBERNUR ACEH,

bahwa dalam rangka menjaga keberlangsungan pembangunan
dan perekonomian serta meningkatkan kesehatan masyarakat
melalui pencegahan dan pengendalian penularan Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19), perlu peningkatan penanganan
pelaksanaan protokol kesehatan bagi masyarakat di Aceh;
bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020
tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019 perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah
yang menjadi arah dan dasar dalam peningkatan penanganan
Covid-19 di Aceh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Peningkatan Penanganan Corona Virus Disease 2019,
Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di
Aceh;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1103);
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 3723);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang..../2




























































































































































